


ABSTRAK

Tanggung Jawab Pemegang Gadai Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Kepada Pemberi Gadai
(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang)

(Titing Sundari, 00140071,64+vii halaman, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 2004)

Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan pemerintah non bank
vang bergerak menvalurkan pinjaman dengan jaminan atas dasar hukum gadai.
Barang-barang vang digadaikan ke Perum Pegadaian adalah berupa benda
bergerak. Dengan adanva perjanjian gadai antara Perum Pegadaian sebagai
remegang gadar dan nasabah schagar pemben gadai, maka lahirlah akibat-akibat
hukum vang berupa hak dan kewanban tertentu yang harus dilaksanakan oleh para
pihak, termasuk tanggung  jawab  Perum  Pegadaian untuk  memberikan
perlindungan hukum kepada nasabah

Permasalahan vang diangkat dalam skripst int adalah mengenal bagaimana
pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang,
bagaumana bentuk perlindungan hukum vang diberikan pemegang gadal kepada
pemberi gadal, apa saja upaya-upaya vang dilakukan pemegang gadal apabila
benda yang menjadi objek gadai hilang atau musnah dan tindakan apa vang
dilakukan pemegang gada terhadap pemegang gadar yang wanprestasi.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah yvuridis
sosiologis (empiris) sedangkan teknik pengumpulan data vang digunakan adalah
wawanecara dan studi kepustakaan, kemudian data vang diperoleh diolah dengan
menggunakan proses editing serte dianalisa secara kualitatif,

Dari hasitl penchitian vang penubs lakukan dapat disimpulkan bahwa
perjanjian gadal yang terjadi pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang
telah  dilaksanakan sesual dengan kelentuan hukum vang berlaku, bentuk
perlindungan hukum yang diberikan pemegang padai kepada pemberi gadai lebih
ditujukan pada bendanva dimana bentuknya adalah dengan mengasuransikan
barang vang digadaikan (jaminan) musnah maka akan diberikan ganti rugl
terhadap kerugian yang didenta oleh pemberi gadai yaitu sebanyak [125% dari
harga taksiran barang tersebut, serta akan dilaksanakan penjualan/lelang barang
jaminan  apabila pembert gadat wanprestasi atau tidak mampu  melunasi
kewayibannya sampai pada wakiu vang telah ditentukan, Saran yang dapat penulis
berikan adalah agar Pesadaian dapat mengurangt tingkat sewa modal untuk
nasabah karena sebagian besar nasabah adalah  masyarakat menengah
kebawah lebih mengoptimalkan usaha  untuk menpamankan  barang
Jaminan,menambah jumlah ganti kerugian apabila baran jaminan rusak, hilang
atau musnah dan menyederhanakan prosedur pelelangan barang jaminan agar
nasabah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menebus barang jaminan,



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang melengkapl manusia dengan berbagai hak, kemudian
membagi segala hak manusia itu kedalam dua bagian
1. Hak-hak kebendaan, ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan
langsung atas suatu benda. kekuasaan mana dapat dipertahankan

terhadap setiap orang karena demikian disebut hak mutlak.

(]

Hak-hak perseorangan, ialah hak scseorang yang memberikan suatu

tuntutan atau tagihan kepada seseorang tertentu, maka disebut juga

“hak tagthan” karena demikian disebut hak nisbi.
Termasuk ke dalam hak-hak kebendaan antara lain misalnya, hak nulik, hak
puna bangunan, hak pakai, hak sewa, dsb." Disamping hak milik sebagai hak
kebendaan yang terpenub dan terkuat itu atau dengan perkataan lain sebagai
hak kebendaan yang sempurna vang dapat dipunvai oleh orang atas suatu
tebendaan Maka dalam kehidupan sehan-han masth banyak kita jumpai hak-
~zk kebendaan lainnva seperti hak padai, hak hipotik dan hak fiducia

Di dalam Hukum Perdata kita mengenal hak kebendaan vang bersifat

memberi kenitkmatan dan hak kebendaan vang bersifat memberi jaminan.™

Sachsan Mustafa, Asas-asas Hubum Perdata dan Hukum Degang, Armica, Bandung, 1985, h

md, b 48
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Hak Kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap
bendanva orang lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tak
bergerak, maka hak kebendaan tersebut berupa gadai.

Hak gadai dalam Kitab Undang-Undang THukum Perdata
(KUHPerdata) diatur mulai dart pasal 1150 sampai dengan pasal 1160
kK UHPerdata buku ke-I1 tentang benda. Dimana hak gadai merupakan suatu
hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas
suatu benda, vang dapat dipertahankan terhadap tiap i:u.rmlg.'“ D1 dalam
KUHPerdata dijelaskan lebth lanjut, bahwa : “Hak kebendaan adalah hak vang
mengikutl bendanya walaupun dalam tangan siapapun dan dimanapun benda
ity berada”. Jadi suatu hak “Mutlak™ Dapat dipertahankan terhadap siapapun
juga. Bahkan, pemilik/pemegang haknya berhak menuntut setiap orang/pihak
vang  mengganggu, dan  semua  orang  wajib  menghormati  serta
mengindahkannya. Dan mengenar gadai ini timbullah apa yang dunaksud
denpan perjanjian gadal, yaitu perjanjian yang mengikutt perjanjian pokoknya
adalah perjanjian kredit. Dimana dalam perjanjian gadai ini s1 pemberi gadai
{Pandgever) menyerahkan suatu benda pgadar kepada pemegang  gadai
(Pandnemer) sebagal jamuinan atas piyjaman vang dia peroleh dan pemepang
caday,

Dengan adanya perjanjian gadai antara pemegang gadar dan pemben
cadai, maka lahirlah akibat-gkibat hukum  vang berupa hak-hak dan

wewajiban-kewajiban terlentu vang harus diperhatikan batk oleh si pemben

sobek Pokok-Polok Hukuo Perdata, PT Intermiasa, Jakarta, 1992, h 62
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- BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa vang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan, yaitu sebagai berikut

L

Pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum chaduiar-: Cabang Tarandam
Padang telah dilaksanakan sesuar dengan ketentuan hukum yang
berlaku, baik ketentvan yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan/ketentuan lainnva,
Bentuk perlindungan hukum vang diben pegangan gadai kepada
pemberi gadat lebih dityjukan kepada bendanva (barang gadai). di
mana  bentuk  dant perlindunzan  hukum  tersebut  adalah
mengasuransikan barang gadai vang dyadikan jaminan oleh pemben
padal.

Mengenat upaya yang dilakukan pemegang gadar apabila benda yang
menjadi objek gadal hilang/musnah, maka terhadap hal ini pemegang
gadai bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap
pembert gadal vang mendenita kerugian akibat hilang/musnahnya

barang sadat itu sebanyak 125 % dari harga taksiran barang terscbut.
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